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Menimbang :

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran
2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2015.

Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang - Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4880):

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

p

2.

3.
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10.

11.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400):

4

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

5.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

6.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

7.

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesai
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587):

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028):
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentangPembinaan dan Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090):
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4659):
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693):
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai mana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yangtelah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310):
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Paraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680):
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun
2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2007 Nomor 19):

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabuapten Karimun Tahun Anggaran 2015 (LembaranDaerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 8),

Peraturan Bupati Karimun Nomor 12 Tahun 2012 tentangPedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah KabupatenKarimun Tahun 2012 Nomor 17):

Peraturan Bupati Karimun Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah KabupatenKarimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014
Nomor 35):

Peraturan Bupati Karimun Nomor 32 Tahun 2014 tentangSistem Akuntansi Pemerintah Daerah KabupatenKarimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014
Nomor 36):
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Menetapkan :

27.

28.

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1330 Tahun
2014 Tanggal 22 Desember 2014 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati
Karimun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 03 Tahun 2014 Tanggal
24 Desember 2014 tentang Penyempurnaan/Tanggapan
Terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Riau
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Karimun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 dan
Rancangan Peraturan Bupati Karimun tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri
atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 261.175.403.600,00
b. Dana Perimbangan Rp. 702.065.789.531,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 120.250.853.355,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.083.492.046.486,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 395.969.958.140,00
2. Belanja Bunga Rp. 0,00
3. Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. Belanja Hibah Rp. 68.472.806.450,00
5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 42.405.090.000,00
6. Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 28.075.634.823,00
8. Belanja Tidak terduga Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 535.923.489.413,00
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b. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 133.200.761.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 358.072.430.381,00
3. Belanja Modal Rp. 254.265.402.144,00

Rp. 1745.538.593.525,00

Jumlah Belanja Rp. 1.281.462.082.938,00

Surplus/ (Defisit) Rp. 197.970.036.452,00"1

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp. 200.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 2.029.963.548,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 197.970.036.452,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan perundang — undangan.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun,
pada tanggal 30 Desember 2014

pBUPa
KARIMUN-

/ung
Hf RDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2014
Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

-—
H. ARNADI SUPA'AT

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014 NOMOR 37
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